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Nomor 0948/Pdt.G/2016/PA.KAG
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. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah
menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara
antara.

Jamilah binti Abdul Kadir, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun |,
RT. 01, RW 01, Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung,
Kabupaten qun Komering llir, selanjutnya disebut Penggugat;

Arifai bin Bastari, urﬁur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Pegawai PDAM, tempat tinggél di Dusun |, RT. 01,
Desa Sungai Pinang Mas, Kecamatan Sungai Pinang,
Kabupaten Ogan Komering llir, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan:Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukﬁ yang diajukan di persidangan,;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 05 Desember 2016 telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register
perkara Nomor 0948/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 06 Desember 2016 dengan

= alasan yang pada pokoknya sgebagai berikut :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di

Desa Celikah, pada tanggal 16 januari 2014, Yang Tercatat Pada Kantor
Urusan Agama Kemayan Kota Kayuagung, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 084/84/1/2014, Tanggal 24 Januari 2014;

. Bahwa, Penggugat menjkah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan

Tergugat menikah dengah Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat
dan Tergugat belum pernah bercerai;

. Bahwa, seteiah pemikahém tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah milik Telpugat di Desa Sungai Pinang Mas, selama kurang
lebih 2 tahun 7 bulan, tidak pemah pindah sampal dengan pisah, sekarang
Penggugat dan Tergugatésudah pisah selama kurang lebit 4 bulan, selama
pemikahan Penggugat dpn Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri
{Ba'da dhukul) dan sudali| dikaruniai 1 orang anak bernama;1. Muhammad
Nuardi, berumur 2 tahun, %ekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

. Bahwa, s_emuia keadaan ﬁiumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis selama kurangilebih 1 tahun, setelah itu antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan :

- Orang Tua Tergugat peﬂng ikut campur dalam urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat lebih mendengar perkataan orang tua Tergugat daripada
Penggugat;

- Tergugat sering berkaty kasar pada Penggugat,

- Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat

terjadi di rumah orang tua” Tergugat di Desa Pinang Mas pada tanggal 24
Agustus 2016, berawal dari Penggugat yang menjemur keset kaki dan lupa
mengangkatnya sehingga orang tua Tergugat marah pada Penggugat, dan
Tergugat juga ikut memarahi Penggugat, tiga hari kemudian Tergugat
berkata pada Penggugat jika Penggugat sudah tidak senang lagi pada
Tergugat carilah orang lain yang tidak berbicara dengan orang tuanya,
kemudian Tergugat perqi, tidak lama kemudian orang tua Tergugat
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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memarahi Penggugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua
Penggugat, keesokkan haljinya Pemangku Adat Desa Sungai Pinang Mas
mendatangi Penggugat sambil membawa 2 bungkus rokok dan berkata
bahwa Tergugat sudah :mentalak Penggugat, sejak saat itu antara

Penggugat dan Tergugaté sudah tidak saling memperdulikan lagi yang

sekarang sudah berjalan sg}lama kurang lebih 4 bulan, sekarang Penggugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak
sanggup lagi untuk membiria rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian
adalah jalan terbaik yang haiprus ditempuh;

8. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah diupayakan damai bleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun

upaya tersebut tidak berhasil ;

9. Bahwa, dengan keadaané keluarga Penggugat dengan Tergugat yang
demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk
dipertahankan; _

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara II1I mohon kiranya untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabylkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak safu ba'in sughra Tergugat (Arifai Bin Bastari)

terhadap Penggugat (Jaltmilah Binti Abdul Kadir);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada persidangah yang telah ditentukan Penggugst telah datang
menghadap sendiri di depan $idang, sedangkan Tergugat tidak pemah datang
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menghadap ke persidangan,émeskipun berdasarkan berita acara panggilan,
yang telah dibacakan di persiq:angan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, juga tidak mengutus QEng lain sebagai wakil / kuasanya yang sah,
sedangkan temyata bahwa tidak hadimya Tergugat bukan disebabkan oleh
sesuatu halangan yang sah; |

Bahwa sebagai usaha ‘mendamaikan pihak yang berperkara, Maijelis
Hakim telah menasihati dan rznenganjurkan agar Penggugat mempertahankan
rumah tangganya serta merr@berikan pandangan secukupnya tentang akibat
buruk dari suatu perceraian akhn tetapi tidak berhasil sedangkan upaya mediasi
tidak dapat dilaksanakan karelja Tergugat tidak hadir;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan

Penggugat Nomor 0948/Pdt.G/2016/PAKAG tanggal 05 Desember 2016,
dimana maksud dan tujuannya! tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untukémenguatkan dalil gugatannya telah mengajukan
alat bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/84/172014 tanggal
24 Januari 2014 yang dikeluar"tan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota
Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering llir, yang telah bermeterai cukup,
dinazegelend dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kayuagung dan telah dioomk@n dengan aslinya, diparaf lalu diberi tanda bukti
(P :

Bahwa Penggugat juga fénengajukan saksi - saksi, yaitu :
L. Rohima binti Abdul Kadir, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi

menerangkan di bawah sumpsh pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan T;‘ergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa antara Peng‘gugaft dan Tergugat beium pemah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat tidak pemah pindah hingga berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
satu orang anak;
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Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis sejama kurang lebih 1 tahun kemudian tidak rukun;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
rukun karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar sefbanyak lima kali;

Bahwa keduanya bertqhgkar mulut dengan suara yang keras dan saling
berbantah bahkan keluarga Tergugat juga ikut bertengkar dengan
Penggugat, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena rumah saksi
berdekatan dengan mmah orang tua Tergugat hanya berjarak 20 meter
sehingga pertengkaran tersebut terlihat dan terdengar dari rumah saksi;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah orang tua Tergugat
yang tidak suka dengipn Penggugat karena orang tua Tergugat ingin
mempunyai menantu sq:aorang pegawai;

Bahwa saat ini Penggi»gat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 4 bulan Iamanylb;

Bahwa selama berpis;r:lh Penggugat tidak pemah kembali ke rumah
Tergugat begitu juga T+rgugat tidak pernah ke rumah Penggugat:

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
pemah pergi bersama dan dalam kehidupan sehari-hari antara keduanya
telah mengurus dan meipmenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing

Bahwa keluarga Pengﬁugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan
sebanyak dua kali, akpn tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil
saksi tahu karena saksi: ikut dalam upaya tersebut;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai
dengan Tergugat; |

2. Suliswaﬁ binti Fathur Rohjnan, saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi
menerangkan di bawah sufrnpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal deni;an Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Pengguq{at dan Tergugat belum pernah bercerai;
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Bahwa pada awalnya I;;ead'aan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun kemudian tidak rukun:
Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
fukun karena antara kequanya telah berpisah tempat tinggal;
Bahwa saksi tigak pemah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar / berselisih;
!

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 5 bylan lamanyaj .
Bahwa Penggugat yang "Julang ke rumah orang tua Penggugat:
Ba - - ! - ’

hwa saksi tidak mer?getahun penyebab perpisahan tempat tinggal
antara Penggugat dan Tergugat;
$ahwa sejak berpisah iPenggugat tidak pemah kembali ke rumah

ergugat begitu juga Teljugat tidak pernah ke rumah Penggugat.
Bahwa i i ,
se!ar.na berpisah #nt_ara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

pernah pergi bersama dm;h dalam kehidupan sehari-hari antara keduanya
telah mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing
Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan
seba.nyak satu kali, akan: tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil
saksi tahu karena saksi- ikut dalam upaya tersebut sebagai utusan
keluarga;
Bahwa saksi permnah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Haf.; 6 dari 18 hal. putusan nomor 0948/Pdl. G/2016/PA KAG

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Halaman 6

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang
tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan
dengan putusan ini; |

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa malqsud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta
penjelasan Pasal 49 ayat (2) éUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan berubahan keduanya dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, ma’(a perkara ini termasuk kompetensi absolute
Pengadilan Agama; .

Menimbang, bahwa Per*ggugat dalam gugatannya mendalilkkan bahwa
Penggugat telah me!angsunglﬁan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum
Islam dan telah tercatat pﬁida Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota
Kayuagung, Kabupaten Ogaif Komering llir dengannya antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjalin I;'nubungan suami isteri sah sebagaimana maksud
dalam Pasal 2 Undang—undangi Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka
Penggugat dan Tergugat dalajm perkara ini merupakan pihak yang memiliki
kepentingan hukum secara Ial?gsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya
gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan
sebagai orang yang berhak uhtuk mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat dalam perkara ini (pei(sona standi in judicio;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal pelsldangan yang telah
ditentukan Penggugat hadir pendm di persidangan Tergugat tidak hadir
menghadap di persidangan din tidak pula mengutus orang lain untuk datang
sebagai wai;il { kuasanya yang !sah. meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut; f

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat
tidak hadir di depan sidang, mpskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan gugatan Penggugaqf tidak melawan hak dan telah beralasan, maka
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Tergugat yang telah dipanggil jsecara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Pengg:ugat dapat diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdq:sarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana t?lah diubah dengan Undang — Undang Nomor 3
Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun
2009 Majelis Hakim telah bewpaha mendamaikan pihak yang berperkara akan
tetapi usaha terssbut tidak berhasil sedangkan upaya mediasi sebagaimana
diamanatkap dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
hadir dipersidangan; -

Menimbang, bahwa Peng¢ugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihian dan pertengkaran terus menerus disebabkan
sikap orang tua Tergugat yang isering ikut campur dalam urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, Ter#ugat lebih mendengarkan perkataan orangtua
dan sering berkata kasar kepadP Penggugat serta akibat dari pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir menysbabkan
Penggugat pergi meninggalkaniTergugat dan antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 bulan
lamanya; :

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak
hadir menghadap di persidang?n' dan tidak pula mengutus orang lain untuk
datang sebagai kuasanya yang #ah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, karena itu Majelis Hakim: berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan
sengaja fidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak
jawabnya; :

Menimbang, bahwa Majeli$ Hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama
dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45:

A Ga Yl b cing ol (paluaadl flSa (e gSla L o2 e
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka
dia termasuk orang zalim, maka guguriah haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepas hak jawabnya terhadap dalil-
dalil Penggugat, maka Majeliaj Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui
datii-dalil Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugat
dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki
kekuatan pembuktian sempuma dan mengikat, melainkan hanyaiah
menggugurkan hak jawabnyaiterhadap gugatan Penggugat, karena menurut
Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap
hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain ity juga
berdasarkan Pasal 208 Krtab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa
perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan dan demi asas kehati-hatian
cleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab
Undang-Undang Hukum Permjata, barang siapa mendalilkan sesuaty maka
harus membuktikan kebenarénnya, maka beban pembuktian dibebankan
kepada Penggugat; '

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu
bukti P berupa fotokopi kutipangak'ta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dioocbkkan
dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan
materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdaia oleh karenanya dapat diterima sebagai alat
bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Bahwa, bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai
pembuktian yang sempuma fvdhdig) dan mengikat (bindende) kecuali
dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum ls}am
bahwa pemikahan hanya dapat ;dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
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saksi tersebut telah m i
emenuhi syarat formil i
Pasal 171, 172 dan 175 RBg; " Sebagaimana Yetortuan dalem

Kompilasi Hukum Isi omor
am dan yurisprudensi
83 KIAG/1999 telah terpenuhi;; - Menkaman founs N

Meni S
I lebang. bahwa saksH:saksl Penggugat di persidangan menerangkan
o enggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awainya
ehidupan rumah tangga Penggq
nggugat dan Tergugat rukun d is tetapi
kemudian tidak rukun; 5 o emens e

Menimbang, bahwa saksié pertama melihat dan mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sedangkan saksi kedua

~ melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan

Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan
bahwa antara Penggugat dan Tdiargugat sudah tidak tinggal bersama selama
kurang lebih 4 hingga 5 bulan Iari‘nanya. Penggugat pergi dan berpisah dengan
Tergugat dan selama berpisah #ntara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling kunjung, tidak pemah terlihat saling urus dan dalam kehidupan sehari-

Hal: 40 dari A8 hal. putusan nomor 0948/Pdt GROIEPA KAG
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Menimbang, bahwa be
_ ’ rdasarkan hal-hal yan N
atas Majelis Hakim Menemukan fakta-fakta seba!‘;;aaig bet:f:t. dpertimbangkan di

belum pernah bercerai:

2. Bahwa keadaan ry
. mah tangga Penggu
’ gat dan Te Q

fukun dan harmonis kemudian ti ak rukun fgugat pada awalnya

3. Bahwa antara Pe
' ngugat dan Tergugat telah p;
lebih 4 bulan lamanya: _ pisah rumah selama kurang

4. Bahwa i .
- sﬂa berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
ung, ra keduanya tidak saling men
' : gurus dan memenuhi
hidupnya sendiri-sendiri: ' P etitutan
5. Bahwa pihak keluarga i
pemah mendamaikan Pen at da
namun t_idak berhasil: e "ot

Menimbang, bahwa Pengqugat dalam petitum gugatannya memochon
kepada Majelis Hakim untyuk mepjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(Aritai bin Bastari) terhadap Penggr.ugat (Jamilah binti Abdul Kadir);

Menimbang, bahwa menun?t Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menpnmkan bahwa untuk melakukan suaty
perceraian harus ada cukup alasap dimana suami istri tidak akan dapat hidup
mium uhmsuaml istri dan pquadilan telah berusaha untuk mendamaikan

- Penggugat dan Tergugat tetapi tidpk berhasil sebagaimana maksud pasal 143
- ayat (1) dan (2) {Kompilasi Hukumglslam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf ®

Peraturan Pemerintah Nomor § 'l"ahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salqh satu alasan perceraian yaitu adanya
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Disclaimer

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kemhali rukun;

Menimbang, bahwa dan ketentuan pasal — pasal tersebut terdapat
beberapa unsur — unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik
cerai talak maupun cerai gugpt yaitu :

- Adanya alasan telah haﬁpdinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus.

- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun. :

- Pengadiian telah barupayp mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa urirsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan saty
persatu dengan menghubunpkan fakta — fakta yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dengan T¢rgugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berq:asa:kan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa
semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun Pertengkaran
antara suami isteri tidak haruls berupa pertengkaran secara fisik namun dapat
juga berupa pertengkaran non fisik. Sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak
tinggal bersama selama dua tahun lamanya menunjukkan pertengkaran dan
perselisihan yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal
tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan
Tergugat, oleh karenanya unsyr pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 vyaitu akibat
dari pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat
mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan
lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling kunjung, antara kedtjanya tidak saling mengurus dan memenuhi
kebutuhan hidupnya sendm—selndln maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
antara Penggugat dan Terguqat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah
tidak saiing mempedulikan, tldgk saling menjalankan kewajiban sebagai suami
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isteri dan tidak ada kemungkjnan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian
unsur kedua juga telah terpenuhi;

| Menimbang, bahwa Mgujelis Hakim telah berupaya  mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari lawal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan
Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta
.nomor 5 pihak keluarga pemah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan
Juga tidak berhasil serta keqlua orang saksi telah berupaya menasehati
Penggugat ‘agar dapat memfpertahankan rumah tangganya namun tidak
berhasil dan Penggugat tetap b:prsikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat
set‘mgaimana daiam kesimpula:hnya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur
ketiga juga telah terpenuhi; =

Menimbang, bahwa berd{asalkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad
Penggugat untuk bercerai denqan Tergugat, yang menurut anggapan hukum
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,
apabila mergka tetap dipaksa hidup di bawah saty atap, bukan keharmonisan
yang akan dicapai, melainkan - besar kemungkinan akan menimbulkan
kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

ghadi Cla e adie auliall 4

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebafkan;

Lgial _“.-"s,‘}f ¥y i Lq.‘a]é'ci U‘:’:!} L'“",;‘, A O as 13)

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang

Hal. - 13 deri 18 hal. putusan nomor 0948/Pdt. G/2016/PA.KAG

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Disclaimer

i N : aSUI la l ' )

N A3 V3 55a ¥
nya: Tidak boleh memudharatkan diri sendir dan fidak boleh pula
membahayakan orang lain; 8
Menimbang, bahwa Kaidah fighiyah yang berbunyi :
adliall caly e pdia Lol ads

Artinya: “Mencegah ipriorita,
' ' Yang membahayakan itu lebih dinriar
danpada meraih keunfungan® " e

Menimbang, bahwa tujuan perikahan adalah mencapai keluarga sakinah -

::n mawaddah, dihubungkan q;:lengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka
tez:n. pemikahan tersebuyt supah tidak dapat diwujudkan, karena Pen;lgugat
ingin berpisah dengan Tergy, ’

ergugat, Hal tersebut sejalan de

| ngan pendapat

:iar:b ;.:aka.w Huk|.-|m isiam dalagm Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang

ambil _allh menjadi pertimbanpan Majelis Hakim dalam memutus perkara inj

yang menyatakan: : e

t_dlaq_atillj._,b@_lhtd__”jli__”jlﬂ-.égﬁ-s a3t 13y

Artinya: Ap_abila keﬂdaksukaaq istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian
rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan tatak terhadsp isterinya dengan
talak satu bain shughra™

Menimbang, bahwa “Suami' isteri waijib saling cinta-mencintai horm t:
m'enghormati, setia dan membeti bantuan lahir bathin yang satu kepada o
lain” se.bagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19:4 ten::ng
PeWnan jo Pasal 77 huryf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka Ma'erlli:
Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapa; mewujudjkan
maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga
Penggugat dapat dipertimbangkan: | r"gg e

Hal. ':M dari 18 hal. putusan nomor 0948/Pdt. G/201 &/PA KAG
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:::::1 . u:it;:t:x se::pel-'!uap hidup  berumah tangga sesuai dengan

an : gaimana Pasal 80 ayat {2) Kompitasi Hukum Islam
maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewuj dka’
maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan ﬂ" i
gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan; | e

o Menlmb:'mg, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri jalah berbakti
ahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan huky
islam” i .
o sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

akim berpendapat Pengguga!:t sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari
pasal tersebut, sehingga guga?an Penggugat dapat dipertimbangkan:

R ::mmbang.. bahwa b?rdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
ep;fl i lndorfesla Nomor 3§MAGI1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa
:pa lla terbukti suaty rumah ?ang'ga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki
I;r.lhn::apenahankan rumah t;pngga membawa akibat negatif (mafsadat yang
i r) bagi kedua belah pi i
ipihak, maka iperti
it | perceraian dapat dipertimbangkan

Meni.mbang, bahwa olel;n karena gugatan Penggugat telah terbuki
:ngo;r:er::'l(a ken:ea?;::nHPa.sal 39 ay:ant (2) Undang — Undang Nomor 1 Tahun

. akim beqkesumpulan gugatan Penggugat tersebut telah
beralasan hukum sebagaimang diatur dalam ketentuan Pasal 19 hunsf
:j;atuuTn Pemerintah Nomor 9 Tahun 1675 jo Pasal 118 huruf ) Kompilag:
dika;m k::m di Indonesia, sehmgga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum islam dj
Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisinan dan peneanamn terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi da!amg rumah tangga sedangkan selama dalam
perkawinan antara Penggugaﬂ dengan Tergugat belum pemah terjadi

perceraian, maka perceraian éini adalah jatuh talak saty ba'in sughra

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
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Disclaimer

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah menjadi Undang ~ Ungdang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera
Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan

‘dalam daftar yang disediakan untuk itu maka Majelis Hakim memerintahkan

kepada Panitera Pengadilan. Agama Kayuagung untuk mengirimkan putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

_Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering lir

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang,
Kabupaten Ogan Komering llir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tenta!ng Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini
mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk
membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara’ serta peraturan perundangan berlaku
yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat {Arifai bin Bastari) terhadap
Penggugat (Jamilah binti Abdul Kadir);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung  untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 16 dari 18 ha!. putusan nomor 0948/Pdt. G/2016/PA.KAG

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung gnn{k pelayanan publik, transparan‘si dan ékuntgbll\tas rowak
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota
Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering llir dan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan
Komering llir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 29 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh Siti Alosh Farchaty, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis serta M. Andri Irawan, S.H.Il., M.H dan Azwida, S.H.|.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

,

etua Majelis

BT iti Alosh Farchaty, S.HI

Panitera Pengganti

B T

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
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3. Biaya Panggilan
) 4. Materai
5. Redaksi

‘Rp.  150.000,-
Rp. 6.000,-
Ro. 5.000,-

Jumlah

Rp.  241.000,-

Terbilang : (dua ratus empat puiuh satu ribu rupiah)

i

LY

Disclaimer
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